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Dengan

= ndonesia tidak boleh ke-

I hilanganfokusdalam me-
I ningkatkan kebijakan per-
dagangan. Pemerintahan Joko
Widodo telah menjalankan
paket deregulasi secara subs-
tansialke arah yangbenar dan
mendorong laju pertumbuhan
perekonomian Indonesia.
Agar kebijakan ini berjalan
dengan baik, pemerintah
harus bijaksana dalam hal
pengaturan importasi barang
yang umumnya mencakup
kuota, perizinan impor, serta
tingkat kandungan dalam
negeri.

Tuiuan oemsintahan Joko
Widoiod.ituk mempromosi-
km industri dalam negeri pun
telah diuraikan dengan baik
dalam paket paket deregulasi.
Indonesia sebagai negara
agruis memerlulan strategi
yang terstruktur untuk me-
ningkatJ<an kinerj a sektor agro-
indusrri di sisi hilir dan sektor
pertanian di sisi hulu. Sektor

globalisasi, aturan perdagang-
an internasional menjadi ke-
rangka acuan yang digunakan
oleh negara-negara di seluruh
dunia dalam menyusun ke-
biiakan pertanian meleka.
Ketidaksesuaim dengan atur-
an tersebut dapat mencipta-
kan sengketa dagang antar-
negara.

Sebagai contoh, bulan
Desember yang lalu Badan
Penyelesaian Sengketa dai
Orgm.isri Perdagmgan Duia
(WTO) memutuskan bahwa
kebijakan impor produk horti-
kultura yang &terapkan oleh
lndonesia melanggar keten-
tuan perdagangan inter-
nasional. Permasa.lahan ter-
sebut bermula pada tahm
2012, ketika Indonesia me-
netapkan selumlahketentu-
an impor untuk buah-buah-
an dansay:r-saym,seperti
rezim perizinan impor yang
ketat, ketentum impor ber-
kala dan pemanen, per-
syaatm tingkatkandugm
dalmnegeri, dmhagaao-
an mtukkomoditm pmgan
tertentu.

Kekalahan di WTO akan
memberikan dampak ne-
gatif terhadap reputsi de
kredibfi ts Indonesia. Selain
itu, neg*a penggugat dapat
meminta kompensasi atau

intemasional sebagai maman
kaena dapat menghmbat ke-
mampuan negua dalam me-
ngelola perekonomian dalam
negerinya. Nmun, di sisilain,
aturan tersebut iuga telah me-
ningkatkan kesuksesan per-
tumbuhm sektor pertanian di
Indonesia pada beberapa deka-
deymglalu.

Pada akhir tahun 1980-an,
perubahm kebijalm perda-

gmgan diterapkan mela.lui se
rangkaian paket deregulasi
ymg diterbiti<an setidakrya
sekali setiap tahun. Halini
bertujuan untuk mengu-
rangi hambatan nontarif
perdagmgan (Non-Tariff
Bmiers). Pemmm mo-
daldui lwnegeripun di-
permudah secara ber-
t"h"p.

Fokus pemerintah se-
lanjutnya kala itu adalah
membenahi perizinan
impor. Pada tahun 1990-
an, ada lebih dari 1.000
produhymgmasukdaftu
pembenalun. Em tahun
kemudim, jumlahproduk
yangmembutuhkan izin
importmnmenjadi200
produk. Jumlah tersebut
terus mbngalami penu-
roan seiring dengm pe-
nerapankomitmenWlO
oleh Indonesia untuk
meniadakan semm ham-
batan nontarif bagi
komoditas ymg terikat di
wTo.

Integrasi ymg &laku-
kan pada akhimya men-

du}ug pertumbuhan yang
diperlukan bagi negua. Ke-
bijakan pemerintah berhasil
menarik investasi dari luar
negeri untuk industri ekspor
padat karya dan mempercepat
potumbuhan indutri berbrois
pertmim di Indonesia.

Kekhawatiran
Masa Depan

Mengingat potensi besar
dari sektor pertanian &
Indonesia, pemerintah dapat
menjadikm kebijakan di masa
lalu sebagai acuan. Seperti di-
ketahui, Indonesia merupakan
produsen minyak sawit, ceng-

keh, dan kalummis terbesu di
dunia. Produsen terbesrykedua
untuk pala, karet alam, sing-
kong, vmili, dm minyakkelapa.
Produsen terbesa ketiga mtuk
berm dan kakao..Produsen ter-
besu keempat mtuk kopi. Pro
dusen terbesar kelima untuk
tembakau dan produsen ter-
besu keenam utul teh.

Komoditas-komoditas ter^
sebut cenderung ingin diatur
secuasektoral. SelainRmcmg-
an Undang-Undang (RUU) Per-
kelapasawitan, saat ini DPR
Indonesia juga telah menye-
tuiui RUU Pertembakauan se-
bagai rancangan inisiatif DPR.
Melalui pemberitaan media,
disebutkan bahwa RUU ituakan
menerapkan skema tingkat
kandungan dalam negeri dan
kuota untuk impor tembakau.
Undang-undang tersebut juga
akan menetapkan tarif impor
tembakauyangtinggi.

Kebijakan yang sedang di-
pertimbangkan tersebut dapat
menimbulkm beban berat bagi .

pasar dalam negeri dan sangat
kontraproduktif bagi pereko-
nomian Indonesia. Peraturan
importasi yang dipertimbang-
km tampaknyajuga akan me-
nimbulkan permasdahan ymg
serupadengmsengketadagmg
produk hortikultura. Oleh
krenmya, aiangkahbilaksma-
nya untuk menerapkan skema
hambatan nontarif ymgterkait
dengan keamanan nasional,
perlindungan kesehatan, ke-
selamatan, lingkungan, mora-
litm, kekaym intelektual, dm
kepatuhan terhadap kewajibm
internasional, Pembenaran
yang paling umum diberikan
untul praktik ini dapat me-
mungkinkan Indonesia untuk
mempercepat pengembangan
industri dan sesuai dengan
aturmWTO.o
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,t pertanian yang kuat adalah menerapkan retalimi ter-
kuncibagi pemerintahuntuk hadapproduklndonesiaapa-
menyejahterakan petani dan bilalndonesiatidakmenye-
melindungi industri dalm ne- suaikan kebijakannya sesuai
geridariketergantunganimpor dengan keputusan WTO.
bahm baku. Seperti yang terja& pada kasu

Sektorpertanian merupa: US-COOL, Meksiko dan
kansektoryangmemilikipe- Kanada&perbolehkanuntuk
ranpentingbagiperekonomi- melakukan retaliasi terhadap
an Indonesia yang menopang Amerika Serikat sebesar USD1
penghidupan lebih dari 50 juta mfiasetiap tahunya.
penduduk, yang sebagian Dengmadmyaresesiglobai,
besar terdiri atas petani di banyakkelompokyangmeng-
daerahpedesam.Didalamera anggap aturan perdagangan melihatkebela-

berupayakeru

tansial dm membuka pereko-
nomian uh:kinvstasi dari Iw

' negm. Momeatumkebijalanke
terbuleanpmalndonesia tuiadi
ketila admyapenuromymg
tajm terhadap huga minyak.
Pemerintah melakuJ<an langkah

)mgtepatwtukmsestuksipa-
ekonomian dengm melalukan
diversifil<asi pada sekor per-
dagmgm dan mengesamping-
kanketugmtmgmyatohadap
-i"fakdmgrs.
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